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: Tanggapan terhadap Pelakuan Subsequent Expenditureratas
Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

hal

Gedung Sjafrudin Prawiranegara I1
Jalan Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-1549/KN/2015 tanggal 11 Desember 2015
Tindak Lanjut Permasalahan Subsequent Expenditure atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja

Sama (KKKS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Tembusan:

1.

2.

Menindaklanjuti surat dimaksud, pada tanggal 7 Januari 2016 telah dilakukan rapat
pembahasan antara KSAP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan SKK Migas.
Berdasarkan rapat tersebut diperoleh informasi bahwa Aset KKKS merupakan Barang Milik
Negara yang diperoleh atau dibeli KKKS yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi. Aset KKKS tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) sebagai Aset Lainnya.

Sesuai dengan Paragraf 67 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) pada
Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa
aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Sesuai Paragraf 69 KKAP bahwa
aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,
dan aset lainnya. Selanjutnya, Paragraf 72 KKAP menyatakan bahwa termasuk dalam aset
lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Sesuai dengan Paragraf 66 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai
aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak
ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

PSAP, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), maupun Buletin
Teknis SAP tidak mengatur secara khusus mengenai aset lainnya berupa aset kerjasama
dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa kriteria subsequent
expenditure atas Aset KKKS yang dapat dikapitalisasi menambah nilai tercatat aset yang
bersangkutan, mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang tidak
diatur secara khusus dalam PSAP, IPSAP, maupun Buletin Teknis SAP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP; dan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP. |
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Lampiran . 1 (satu) set
Hal © Tindak Lanjut Permasalahan Subsequent Expenditure Atas Aset

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuharjo |l Lantai 2

Jalan Budi Utomo Nomor 6

Jakarta Pusat 10710

Berhubungan dengan pemeriksaan BPK Rl atas LKBUN/LKPP Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
pengelolaan data Subsequent Expenditures (SE) senilai USD 9.23 miliar belum memadai, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Praktek akuntansi di industri hulu migas yang dilaksanakan oleh SKK Migas dapat berbeda dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai contoh, biaya-biaya workover sumur dengan tujuan untuk
mempertahankan tingkat produksi dan tidak menambah umur manfaat akan dikapitalisasi oleh SKK Migas
(meski tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam SAP).

2. Pengkapitalisasian biaya-biaya tersebut pada angka 1 dilaksanakan dengan memenuhi prinsip “agreed by
both parties”, dalam artian pengkapitalisasian tersebut disetujui baik oleh SKK Migas maupun oleh KKKS.
Dengan demikian, sebagian kapitalisasi atas SE merupakan diskresi SKK Migas dan KKKS dengan tujuan
keekonomian.

3. Latar belakang kapitalisasi SE sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut.

a. Secara umum, praktik pencatatan kapitalisasi aset KKKS pada laporan aset KKKS pada awalnya lebih
difokuskan untuk keperluan pengembalian biaya (cost recovery) dan tidak selalu sejalan dengan
standar akuntansi pencatatan aset.

b. Kapitalisasi SE sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 iebih menguntungkan bagi negara karena
pengembalian biaya (cost recovery) kepada KKKS dilakukan melalui mekanisme depresiasi (diangsur)
sesuai kesepakatan dalam masing-masing Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) atau
lebih bersifat cash flow management.

4. Untuk sementara ini, agar dapat mengakomodasi proses bisnis dalam kegiatan hulu migas dan tetap
sejalan dengan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan SAP, maka dalam LKBUN/LKPP nilai aset KKKS
disajikan berdasarkan nilai aset Harta Benda Modal (HBM) KKKS line 01 dalam laporan yang disusun SKK
Migas. Sedangkan, semua aset HBM line 02 dan seterusnya (SE) diungkapkan dalam CalLK sampai
dengan dilakukan verifikasi.

5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan klarifikasi apakah kapitalisasi SE sebagaimana
angka 1 dan 2 dapat disajikan di Neraca atau cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Dalam rangka menindaklanjuti seluruh temuan BPK dimaksud, kami mohon bantuan Saudara memberikan
petunjuk/penetapan kebijakan akuntansi atas hal tersebut di atas. Sebagai informasi tambahan, bersama
ini terlampir resume permasalahan yang terkait dengan SE.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

ur Piutang Negara dan Kekayaan
ain-Lain

aT. Sianturiqr
6803101991032001
Tembusan:

Direktur Jenderal

Auditor Utama Il BPK RI

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas
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Lampiran Halaman 1

Resume Permasalahan Subsequent Expenditures

1. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2011 BPK RI menemukan kelemahan dalam
pelaksanaan IP aset KKKS. Dalam salah satu butir penjelasannya disebutkan bahwa hasil
IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (Subsequent Expenditures)
pada 34 KKKS senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat
dan tidak dapat dikapitalisasi serta merekomendasikan untuk melakukan verifikasi kembali
hasil IP yang telah dilakukan.

2. DJKN selanjutnya meminta petunjuk kepada KSAP dengan merujuk Buletin Prosedur
Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1) dan paragraf 49 dan 50 PSAP 07 tentang Aset
Tetap (Lampiran 1). Adapun tanggapan KSAP sesuai surat Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan nomor S-84/K.1/KSAP/IX/2011 tanggal 28 September 2011. KSAP
menyampaikan bahwa overhaui aset KKKS termasuk Subsequent Expenditures (SE) yang
dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memperpanjang masa manfaat; atau

b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kepasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan

¢. Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) tertentu.

3. Pada tahun 2012 Tim Interdep yaitu DJKN-Kemenkeu, PPBMN-KESDM,SKK Migas/BP
Migas, BPKP, dan KKKS juga melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan memverifikasi
substansi SE hasil IP tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut:

(= & Persentase
Deskripsi J::’}Lash If:n: o {Zesr;'}eha" Nilai Wajar IDR) | thd total nilai
uUsD

Total Aset yang 34 13.896 | 8,589,430,703.44 44,345,555,350,377.00 100.00%
digolongkan sebagai SE
berdasarkan hasil [P
Tahun 2011
SE yang berdasarkan 25 | 11.208 | 6,978,723,779.55 | 40,082,814,654,190.00 81.25%
hasil identifikasi secara
fisk merupakan aset
yang berdiri sendiri )
SE yang berdasarkan 9 2.688 | 1,610,706,923.89 | 4,262,740,696,187.05 18.75%
hasil identifikasi bukan
merupakan aset yang
berdiri sendiri

4. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2012, BPK RI belum dapat menerima tindak lanjut dan
meminta kepada Pemerintah untuk melakukan penelusuran pada dokumen
pendukung/bukti yang menunjukkan bahwa seluruh SE telah memenuhi kriteria kapitalisasi
sebagaimana dimaksud Komite SAP.

5. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, DJKN telah melakukan penelusuran aset SE
pada dokumen pendukungnya (authorization for expenditure/AFE) untuk menunjukan
bahwa aset dimaksud dapat dikapitalisasi dengan metode purposed sampling yaitu
mengambil sample dokumen dari populasi keseluruhan aset SE. &

i)



Lampiran Halaman 2

6. Berdasarkan verifikasi atas data dan dokumen pendukung SE pada KKKS Petrochina
Jabung baru bisa menelusuri 1% dari keseluruhan total nilai SE. Dengan demikian selama
2012-2013 segala upaya berkaitan dengan tindak lanjut temuan mengenai SE telah
dilakukan guna menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung kelayakan kapitalisasi.
Upaya-upaya tersebut telah menyerap sumber daya, waktu dan biaya yang relatif besar
namun memberikan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan
efisiensi/efektivitas dan untuk kepentingan manajemen khususnya terkait pengendalian
BMN, DJKN berpendapat bahwa SE tetap dilaporkan pada CalLK sebesar nilai
perolehannya baik untuk SE yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2012 ditambah SE
yang dilaporkan setelahnya.

7. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2013 atas pelaksanaan purposed sampling yang
dilakukan DJKN, auditor BPK RI berpendapat:
a. sebagian dokumen AFE tidak dapat ditelusuri sampai ke nilai aset,
b. verifikasi hanya didasarkan pada nilai, namun tidak diperoleh penjelasan kaitan antara
nilai SE dengan kelayakan kapitalisasi masing-masing aset

8. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2014, BPK Rl menyatakan bahwa Pengelolaan Data SE

Senilai USD9.23 Miliar Belum Memadai dengan keterangan sebagai berikut:

a. Sampai dengan tahun 2014 terdapat SE sebesar USD 9,239,099,277.12 yang
memerlukan identifikasi dan verifikasi kapitalisasi.

b. SE sebesar USD9,239,099,277.12 merupakan harga perolehan yang terdiri dari
pencatatan SE per 31 Desember 2013 sebesar USD8,562,935,549.00 dan tambahan
pencatatan SE periode tahun 2014 sebesar USD 676,163,728.12 (USD44,051,236.66 +
USD632,112,491.46). Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa identifikasi dan
verifikasi nilai yang dapat dikapitalisasi dari SE tersebut belum selesai.

c. Terkait hasil penelusuran terhadap 1.270 SE senilai USD148,154,702,00 atau setara
dengan Rp1.399.423.169.048,00 pada KKKS Petrochina Jabung dan hasilnya SE senilai
Rp660.854.812.720,00 dinyatakan sebagai pengeluaran yang dapat dikapitalisasi
dengan Kklasifikasi koreksi nilai dan penggabungan aset, hal ini memerlukan
perbaikan/koreksi pencatatan pada sistem sinasmigas yang terdapat di SKK Migas, atas
hal ini akan dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan tindak lanjut IP BMN.

9. Hasil pembahasan antara DJKN dan SKK Migas terkait pencatatan SE sampai dengan
tahun 2014, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Secara umum, praktik pencatatan kapitalisasi aset KKKS pada laporan aset KKKS pada
awalnya lebih difokuskan untuk keperluan cost recovery dan tidak selalu sesuai dengan
standar akuntansi pencatatan aset.

b. Pihak SKK Migas menyatakan:

1) Pada prinsipnya,. dari sisi hulu migas, kapitalisasi atas SE lebin menguntungkan
bagi Negara, karena pengembalian biaya ke KKKS dilakukan melalui mekanisme
depresiasi (diangsur) sesuai kesepakatan dalam masing-masing KKS.

2) Meskipun suatu SE tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sesuai
kebijakan akuntansi yang berlaku, namun suatu SE dalam prakteknya tetap dapat
dikapitalisasi apabila memang disetujui oleh SKK Migas dan KKKS (memenuhi
prinsip “agreed by both parties"). Contoh, kesepakatan kapitalisasi atas tambahan
biaya perawatan atau biaya modifikasi lain terkait fasilitas produksi tak terduga yang
akan mengganggu keekonomian lapangan.

3) Dari penjelasan dan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi atas SE
adalah hasil diskresi manajemen SKK Migas dan KKKS dengan tujuan
keekonomian dan lebih menguntungkan ke posisi bagi hasil Negara, yang dalam
dokumen pendukung (misal AFE) tidak harus menyatakan secara eksplisit (clear
stated) kapitalisasi tersebut bersifat meningkatkan kapasitas atau menambah umur
manfaat dari aset induknya. g

b



Lampiran Halaman 3

4) Kapitalisasi aset di hulu migas lebih bersifat cash flow management, karena
pengembalian biaya oleh Negara kepada KKKS dilakukan melalui mekanisme
depresiasi.

10. Adapun dalam praktik pencatatan SE yang saat ini telah terjadi, data SE yang disampaikan
SKK Migas/KKKS masih belum dapat dilakukan pemilahan secara langsung antara SE
yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA
(BP.045 (Rev.1))/PTK Pedoman Tata Kerja no. PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang
Kebijakan Akuntansi KKS untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan SE yang hasil diskresi
manajemen SKK Migas dan KKKS dengan tujuan keekonomian dan lebih menguntungkan
ke posisi bagi hasil Negara.

11. Selain praktik pencatatan dengan alasan diskresi manajemen, berdasarkan hasil verifikasi
lanjutan pada pencatatan SE per 31 Desember 2013 sebesar Rp 44,34 Triliun atau setara
USD8,562,935,549.00 (khusus SE hasil IP)  terdapat sejumlah SE yang dapat
direklasifikasi, karena semata-mata kesalahan pencatatan (bukan merupakan SE), yang
diantaranya disebabkan:

a. Koreksi nilai
b. Koreksi penggabungan atas aset yang pencatatannya terpecah-pecah

. Aset fisik yang dicatat sebagai SE

. Split oil dan gas

e. Kesalahan kategori pada saat IP

12. Dengan demikian, dapat disimpulkan nilai SE yang dilaporkan SKK Migas belum dapat
disajikan di neraca mengingat terdapat faktor-faktor diskresi manajemen maupun
kesalahan pencatatan yang membutuhkan prosedur verifikasi tersendiri untuk memastikan
SE layak disajikan di neraca dengan aset induknya (tidak menimbulkan overstated aset di

neraca). £_

Qo0
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Lampiran D=
Hal : Pendapat KSAP atas Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-9471/PB/2015 tanggal 9 November
2015, hal Penegasan Restatement Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat, dapat kami
sampaikan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015 agar
memedomani Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan
Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua ‘
Komite Konsultatif KSAP.
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GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4
JAKARTA PUSAT 10710KOTAK POS 1485
TELEPON (021) 3448230 (5500) (021) 3847068. FAKSIMILE {DZ?} 3BB4ATTB

Nomor S 9‘12“ fPsz015 9 November 2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran P -
Hal Penegasan Restatement Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat
Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
. diJakarta

Sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dengan ini

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

4

Sejak tahun 2005, penyusunan LKPP berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akuntansi Cash Toward Accrual (CTA),
dimana pencatatan belanja, pendapatan dan pembiayaan (LRA) berdasarkan basis kas,
sedangkan pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas (neraca) berdasarkan basis akrual.
Penerapan basis akrual pada neraca Pemerintah Pusat dapat juga dilihat dari penerapan
penyisihan piutang sejak tahun 2011 dan penerapan penyusutan aset tetap sejak tahun
2013.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat yang berbasis akrual
(baik belanja, pendapatan, dan pembiayaan maupun aset, kewajiban, dan ekuitas) sesuai
dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP mulai tahun 2015, Pemerintah Pusat mengambil
kebijakan tidak melakukan restatement pada Laporan Keuangan karena neraca pada
Pemerintah Pusat telah berbasis akrual dan telah menerapkan penyisihan piutang dan
penyusutan aset tetap. Walaupun demikian, karena perubahan basis akuntansi tersebut
terjadi perubahan kiasifikasi akun ekuitas. Sebelum tahun 2015 Ekuitas terdiri dari
Ekuitas Dana Lanc¢ar dan Ekuitas Dana Investasi, sementara mulai tahun 2015 akun
Ekuitas menjadi satu yaitu Ekuitas yang berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas (format
terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta penegasan kepada Komite Standar
Akuntansi Pemerintah apakah Pemerintah Pusat perlu melakukan restatement terhadap
Laporan Keuangan tahun 2014.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dirgktur Jenderal,

anto Harjowiryono
959060619831210



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile : (021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website : www.ksap.org
Jakarta 10710 E-mail : webmaster@ksap.org
Nomor : S - 23 /K.1/KSAP/III/2016 2 Maret 2016
Sifat : Segera
Lampiran -
Hal : Fatwa Terkait Penganggaran dan Pelaporan Dana BOS

Pada Pemerintah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Di Denpasar

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/7223/KEU tanggal 29 Oktober 2015,

perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Terkait dengan pertanyaan mengenai Hibah Dana BOS dari pemerintah provinsi kepada
pemerintah kabupaten/kota dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

a.

Paragraf 21, PSAP Nomor 02 Lampiran I, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat
diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Interprestasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan
Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan
bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas
dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat
penampungannya.

Berdasarkan IPSAP Nomor 02 tersebut, pendapatan juga mencakup antara lain:

- pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD yang digunakan langsung tanpa disetor
ke RKUN/RKUD, dengan syarat Entitas Penerima wajib melaporkannya kepada
BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan Negara/daerah.

- pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam negeri/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas, dengan syarat Entitas Penerima
wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan
negara/daerah.

IPSAP Nomor 02 tersebut dapat diterapkan secara analogis pada Belanja
Negara/Daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31,
PSAP 02 Lampiran I, PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh SKPD dan
merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan
tentang pengelolaan keuangan daerah, maka penerimaan tersebut agar dapat diakui/dicatat


mailto:webmaster@ksap.org

pada LRA SKPKD (BUD), sementara untuk belanja yang dananya berasal dari hibah dana
BOS tersebut diakui/dicatat pada LRA SKPD.

3 Pedoman lebih lanjut mengenai mekanisme Penganggaran Pendapatan dan Belanja atas
Hibah dan BOS Provinsi pada Kabupaten/Kota dapat dikensultasikan dengan Kementerian
Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Keria,

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua KomiteKonsuitatif.



PEMERINTAH PROVINSI BALlI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala Telepon 224671
DENPASAR 802353

SHANTI SHANTI SHANTI

Denpasar, 29 Oktober 2015

Nomor  : 900/7223/Keu. Kepada
. . Yth. 1. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Sifat + Segera Daerah  Kementerian ~ Dalam
Lampiran ;1 (satu) Gabung. Negeri RI.
Hal : Mohon Penjelasan/Fatwa terkait 2. Ketua Komite Standar Akuntansi
Penganggaran dan  Pengakuan / Pemerintahan {(KSAP)
dana BOS pada Pemerintah di-

Jakarta

Berkenaan dengan Pelaksanaan Hibah Dana BOS Provinsi pada Kabupaten/Kota Tahun 2014
yang menjadi temuan Pemeriksaan oleh BPK-R| Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali
menerima Surat dari Kabupaten Klungkung Nomor 973/473/DPPKA tanggal 9 Juli 2015 dengan ini kami
sampaikan sebagai berikut

1. Substansi dan isi Surat:

a.  Substansi surat Kabupaten Klungkung menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kiungkung Tahun 2014 dimana pokok temuannya disebutkan
bahwa Dana BOS merupakan Bantuan Pemerintah Pusat tidak disajikan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Rekomendasi BPK-R| atas temuan tersebut diantaranya :

1} Memerintahkan Kepala Disdikpora selaku pengguna anggaran untuk menganggarkan
Pendapatan Hibah/Bansos dan Belanja dalam DPA SKPD,

2) Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran
2015 dalam menyetujui anggaran Disdikpora mengikuti pedoman penyusunan APBD TA
2015.

3) Memerintahkan BUD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
inventarisasi penerimaan dana _hibah dan bansos yang diterima langsung oleh SKPD.

4) Memerintahkan BUD untuk menyusun mekanisme pengesahan pendapatan hibah/bansos
yang diterima langsung oleh SKPD dan penggunaan belanjanya.

¢. Pemerintah Kabupaten Klungkung memohon petunjuk terkait dengan proses penganggaran
pendapatan hibah/bansos dan belanjanya dalam DPA SKPD Disdikpora dalam Tahun Anggaran
2015.

d. Permasalahan yang sama ferjadi di seluruh Kabupaten/Kota yang lain kecuali Kabupaten
Gianyar,
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2. Dasar Hukum Hibah Bos
a. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman umum dan alokasi

Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 menyebutkan :

1) Pasal 3 ayat (1) Bos Tahun Anggaran 2014 merupakan komponen anggaran transfer ke
daerah dafam APBN TA 2014.

2} Pasal 3 ayal(2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan bagian dari
pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Provinsi TA 2014 atau APBD Provinsi
Perubahan TA 2014 pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3) Pasal 4 menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran BOS TA 2014 dilakukan melalui
pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
Provinsi, untuk sefarjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk Hibah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 fentang Pedoman Pengelolaan Baniuan
Operasional Sekolah Pasal 3 menyebutkan Penganggaran Pendapatan dan Belanja BOS
dianggarakan dalam APBD Provinsi setiap Tahun Anggeran berdasarkan alokasi yang
ditefapkan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah :

1) Pasal 28 Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan
yang mencakup :

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/
organisasi wasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga
luar negeri yang tidak mengikat;

b. dana darurat dari pemeriniah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat
bencana slam;

¢. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

d. dana penyesuaian dan dana ofonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2) Pasal 30 ayat (1) menyatakan Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada
SKPKD.

3. Analisa permasalahan dan kesimpulan

a. Mengacu pada IPSAP (Inferprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 2 tentang
pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, bahwa Hibah
BOS yang diterima Satuan Pendidikan Dasar telah memenuhi kriteria diakui sebagai
pendapatan daerah.

b. Terhadap rekomendasi BPK-RI tersebut diatas angka. 1 huruf b point 1), terkait dengan
Pengelolaan BOS belum ada dasar hukum dalam merencanakan anggaran pendapaten maupun
belanja pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai panduan.

c. Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 , Pendapatan Hibah dianggarankan pada kelompok
Lain-tain pendapatan daerah yang sah pada SKPKD,
d. Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa :

1) Rekomendasi BPK-R| angka 1 huruf b point 1) tidak fepat dan tidak dapat ditindaklanjuti
mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 28 ayat (1) huruf a dan pasal 30 ayat (1).

2) Terhadap permohonan Kabupaten Klungkung untuk diberikan petunjuk penganggaran
pendapatan dan Belanja atas Hibah BOS Provinsi, kami tidak dapat memberikan keputusan
karena tidak ada referensi aturan yang dapat dipedomani ferlebih hal ini sudah menjadi
Temuan BPK sehingga sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah provinsi untuk
memberikan rekomendasi yang bertentangan dengan BPK.
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4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah pusat di
daerah yang memiliki fungsi dan tugas memberikan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kami mohon fatwa :

a. Bagaimana mekanisme Penganggaran Pendapatan dan Belanja atas Hibah dana Bos Provinsi
pada APBD Kabupaten/Kota.

b. Apakah Hibah Dana BOS Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Kota memenuhi prinsip-prinsip
dapat dianggarkan mengingat kepastian atas pendapatan belum final pada saat penyusunan
APBD Kabupaten/Kota.

¢. Mengacu pada IPSAP 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah, Apakah Hibah dana BOS Provinsi kepada Kabupateanota dapat
dianggarkan atau cukup dilaporkan dalam LRA.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan mohon dapat diberikan jawaban dan keputusan
sebagai dasar kami melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580228 198603 1015

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan
2. Bupati/Walikota-se Bali.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO |if LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ~ KEMENTERIAN KEUANGAN Ri
JALAN BUDI UTOMD NO. 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, {021) 344-5230 EXT 5311/ FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW KSAP.ORG / E-MAIL WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : - 24 /K. 1/KSAPII20186 - O Maret 2016
Sifat : Segera
Hal : Pengakuan Pendapatan LO atas PKB & BBNKB

Yth. Kepala Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 973/102/BP/Dispenda tanggal 30
Oktober 2015 hal Mohon Pendapat Pengakuan Pajak-LO atas PKB dan BBNKE, dapat
Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 19 PSAP 12 tentang Laporan Operasional Lampiran | PP Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b)
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Selanjutnya dijelaskan pada PSAP yang sama paragraf 20 bahwa pendapatan-LO
berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih dan paragraf 22 bahwa pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi
adalah hak yang telah diterima tanpa didahului penagihan.

3. Kendaraan bermotor merupakan barang bergerak dan mudah dipindah-tangankan.

4. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan pendapatan LQ atas objek pajak kendaraan
bermotor yang paling tepat adalah pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran
yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD atau pendapatan
direalisasikan.

5. Dalam hal antara saat penerbitan SKPD dengan saat pembayaran tidak terdapat
perbedaan waktu yang berarti, pengakuan dapat ditakukan saat setoran diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Kstua Komite
Konsultatif KSAP:

2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jatan Basuki Rahmat - Niti Mandala Telepon 224671
DENPASAR 802353

Denpasar, 30 Oktober 2015

Nomor 97310214/BP/Dispenda Kepada:

Sifal © Segera Yih,  Ketua Komite Standar Akuntansi
Lampiran | - Pemerintahan (KSAP)

Hal Mohon Penjelasan Pengakuan di-

Pajak-LO atas PKB dan BEBNKB Jakarta

Dalam rangka imiplementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Dasrah, BPK-R! telah

melakukan Audit Kinerja atas Efekfifitas Upaya Pemerintah Dasrah dalam Implementas! SAP Berbasis
Akrual. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kondisi Implementasi

a.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 fentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, pasal 8
ayat (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 {dua belas) bulan berturut-
turut ferhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Sali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeran pasal 10 ayat {1}
dinyatakan bahwa masa PKB dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berfurut-urut terhitung
mulai saat pendaftaran kendaraan,

Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermator pasal 13 ayat (2) menyatakan prosedur pelayanan Samsat secara
terpady dilakukan melalui tahapan

1) pendafiaran;

2} penerbitan SKKP;
3} penerimaan pembayaran,
4

penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan

)
)
}  pencetakan dan pengesahan;
\
}
) pengarsipan,

O U5

mplementasi SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Bali diatur dengan Peraturan
Gubernur Bail Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebilakan Akuntansi Pemerintah Provinst Ball,
Pengakuan Pendapatan yang didahulul dengan penetapan diatur bahwa pendapatan-LO atas
Kedua jenis pajek tersebut (PKB dan BBNKB) pada saat dokumen Penetapan tersebut telah
disahkan {dhi. pada saat disahkannya SKPL/SKKP sefelah dilakukan pendaftaran oleh WP
Hal Il mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

2. Permasalahan.

a.

TR T

Femeriksaan Kinerja BPK-RI atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi
SAP berbasis Akrual, ditemukan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali belum dan sulit
dimplementasikan. Salah satu dari beberapa kebijekan tersebut terkait dengan Kebifakarn
Akuntansi Pendapatan khususnya perhal pengaturan pengakuan Pendapatan atas Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKS),
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b. BPK-RIberpendapat bahwa pengakuan pendapatan-LO atas Pajak PKB dan BBNKB pada saat

jatuh tempo. Kami berpendapat bahwa pengakuan pendapatan-LO pada saat jatuh tempo akan
sulit dilaksanakan karena tidak ada dokumen sebagai dasar pengakuannya, karena dokumen
penslapan pajaknya (SKP Daerah) bary bisa dikeluarkan setelah Wajib Pajak mefakukan
pendaitaran kendaraannya sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015,

3. Analisa dan Kesimpulan

a. Dalam Peraturan- Gubemur Bali Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinst Bali, Pengakuan Pendapatan yang didahulul dengan penetapan diatur
bahwa pendapatan-LO atas kedua jenis pajak tersebut pada saat dokumen Penetapan tersebut
telah disahkan, Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Apabila hal ini dikaitkan
dengan pasal 10 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang
menyatekan bahwa masa PKB dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung
mulai saat pendaftaran kendaraan (mengacu pada pasal 8 ayat (1} UU No 28 Tahun 2008),
menurut pandangan kami sudah sejalan dengan pelaksanaannya dimana penerbitan SKPD
ditakikan pada saat wailb pajak mendaftarkan kendaraannya mengacu pada Perpres Nomor
5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan

Bermotor, bukan pada saat jatuh tempo.

Terdapat perbedaan tafsir dan distorsi regulasi dalam diskusi dengan BPK-R! antara Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah sebagal dasar
Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dengan Perpres Nomor 5
Tahun 2015 fentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor

Pengakuan pendapatan pajak pada szat diterbitkan SKPD vaitu saat Wajib Pajak mendaftarkan
kendaraannya dipandang sebagal sesuatu yang kurang tepat oleh BPK-RI sehingga
dinyatekan berakibat pada kebijakan akuntans] yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dijadikan
pedoman dalam penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual,

4, Sehu_'bungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon penjelasan secara tertulis terkait:

a. Apakah pengakuan pendapatan Pajak (PKB dan BBNKB)-LO sebagaimana dimaksud pada

angxat 1 huruf d bertentangan dengan Sandar Akuntansi Pemerintahar,

Bagaimana tafsir terhadap timbulnya hak Pemerintah Daerah terhadap angka 1 hurufa, bdan ¢
dikaitkan dengan pengakuan pendapatan Pajak (FPKB dan BBNKB)-LO.

Demikianiah hat-hal yang dapat kami sampaiken mohon dapat diberikan jawaban dan

keputusan sebagat dasar kami mengatur dalam reguiast di daerah.

SEKRETARIS DAE PROVINSI BAL

'—.”_—-——__‘__‘______.a

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH.. MH.
Pembina Utama Madya
NiP. 19580228 198603 1015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangen Deerah di Jakarta
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardijo 111 Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — Kementarian Keuangan Rl
Jaian Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Tetepon : (021} 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile ; (021) 352-4551
Waehsite : www.ksap.org / e-mait : webmaster@ksap.org

Nomor : 8- 29 /K1/KSAPAIIR016 02 Maret 2016
Sifat : Segera

Lampiran Do

Hal : Penjelasan KSAP

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
Kulonprogo

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 900/2012/04/X1/2015, tanggal
November 2015, hal Bahan Konsultasi, dengan ini kami sampaikan pendapat/jawaban kami
sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerj

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakii Ketua Komite
Konsultatif KSAP.
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Lampiran S- /K. 1/KSAPAI2016
Tanggal : Maret 2016

Pertanyaan 1:

Menurut PP 71 tahun 2010 perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK, apakah hal ini berarti Restaternent
Neraca Pemda tidak periu ditakukan? Apakah tidak cukup diungkap dalam neraca saja?

Jawaban 1:

Restatement Neraca Pemda tidak periu dilakukan, dampak kumulatif dari perubahan
kebijakan akuntansi yang mempengaruhi total ekuitas sebelumnya disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas agar dapar terlihat koreksi yang ditimbuikan. KSAP telah menerbitkan
IPSAP 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa Penyajian
Kembali Laporan Keuangan.

Pertanyaan 2:

Menurut PP 71 tahun 2010 jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material,
perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
Bagaimana cara mengukur kriteria materiai/tidaknya perubahan kebijakan akuntansi?

Jawaban 2:

Tidak Ada ukuran baku dalam mengukur materialitas. Tingkat materialitas ditentukan oleh
pertimbangan penyusun laporan keuangan, yaitu apakah nilai perubahan kebijakan tersebut
akan mempengaruhi keputusan pengguna jika perubahan tersebut diungkapkan atau jika
tidak diungkapkan. Pada umumnya hanya koreksi yang material saja yang diungkapkan
dalam CALK.

Pertanyaan 3

Pada buletin teknis 14 tentang Akuntansi Kas, pada Bab Ruang Lingkup disebutkan bahwa
Buletin Teknis Akuntansi Kas secara khusus mengatur akuntansi dalam penerapan
berbasis kas menuju akrual, apakah ketentuan yang tercantum dalam bultek tersebut masin
relevan dijadikan acuan kebijakan akuntansi pemda yang berbasis akrual?

Jawaban 3:

Prinsip umum pengaturan pada Bultek 14 Masih relevan, tetapi jurnaljurnal yang digunakan
sebagian besar sudah tidak relevan lagi. Apabila terdapat permasalahan spesifik, dapat
ditanyakan kembali kepada kamt.

Pertanyaan 4:

Bagaimanakah penjelasan secara detil tentang Kas di Luar Pengelolaan BUD? Apakah kas
di Bendahara pengeluaran satuan kerja yang mengelota Tugas Pembantuan juga termasuk
Kkriteria tersebut? Pemda mendapat dana tugas pembantuan, dan atas pengelolaan Dana
Tugas Pembantuan tersebut ditunjuk Bendahara Pengeluaran. Jika pada Akhir Tahun
anggaran masih terdapat sisa kas maka menurut Bultek 14 sisa kas ini harus disajikan
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dalam neraca, apakah atas sisa kas tersebut hanya disajikan dalam neraca saja atau masuk
juga pada laporan yang lain?

Jawaban 4:

Kas di bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana
Tugas Pembantuan dilaporkan tersendiri sebagai bagian dari pengelolaan APBN dan
terpisah dari APBD. Kas di Bendahara Dana TP fersebut bukan bagian dari Kas di Luar
pengeloaan BUD yang dimaksud pada Buletin Teknis 14. Sisa kas tersebut tidak disajikan
dalam neraca Pemda. SKPD selaku pengelola Dana TP bertindak sebagai entitas Akuntansi
dari Pemerintah Pusat. Sebagai entitas akuntansi, aset, kewajiban dan ekuitasnya dan
transaksi ekonomi lainnya diakuntansikan menurut Sistem Akuntansi Instansi dan
disampaikan dan digabungkan ke Kemenierian Negara/Lembaga yang menaunginya.
Selain itu, Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dilampirkan dalam LPJ Kepala
Daerah.

Pertanyaan &

Ketentuan-ketentuan dalam KSAP dan Buletin Teknis adalah merupakan acuan dalam

penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sejauh mana diskresi atas ketentuan

tersebut diperbolenkan.

- Metode Penilaian persediaan, dalam ketentuan yang bercetak tebal ada dua, apabila
daerah mengambil kebijakan hanya menerapkan metode yang periodik apakah hal ini
diperbolehkan?

- Berdasarkan PSAP 12 Nomor 12 bahwa Pendapatan 1.O yang diperoleh berdasarkan
peraturan perundang-undangan diakui saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Daerah dari pemerintah Pusat apakah
memenuhi kriteria diakui pada saat PMK atau Perpres terkait Dana Transfer tersebut
telah terbit?

- Pengakuan beban

Jawahan 5:

- Salah satu metode penilaian dapat dipilih  oleh entitas pelaporan dalam
mengakuntansikan persediaan.

- Perpres atau PMK Alokasi dana transfer yang ditetapkan tahun sebelumnya atau awal
tahun anggaran sifatnya masih rencana Angaran sehingga belum dapat diakui sebagai
Pendapatan LO. Apabila pemerintah pusat menerbitkan PMK tentang kurang bayar
dana transfer dapat diakui sebagai Piutang dan Pendapatan LO. Sebaliknya bila
Pemerintah pusat menerbitkan PMK Lebih bayar maka Pemda mengakui sebagai Utang
Transfer.

- Pengakuan Beban pada umumnya mengikuti ketentuan dalam PSAP dan Buletin Teknis.
Dalam hal belum diatur, dapat mengacu pada kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.

Pertanyaan 6:

Apa yang menjadi kriteria masa manfaat unfuk Aset tak Berwujud yang terbatas dan yang
tidak terbatas?
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Jawaban 6:
Aset Tak berwujud dengan masa yang tak terbatas memiliki kriteria sebagat berikut:
a. tidak memiliki masa kadaluwarsa
b. dapat digunakan secara terus menerus
c. tidak memeriukan perpanjangan pengurusan hak atas aset tersebut
Aset Tak Berwujud dengan masa terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. masa penggunaan terhatas
b. dapat mengalami kerusakan
¢. tidak dapat digunakan terus menerus.
d. memeriukan perpanjangan pengurusan hak atas aset tersebut.

Untuk mengakui sebagai aset Tak berwujud dengan masa tak terbatas harus
memperhatikan semua kriteria tersebut, bila salah satu kriteria tidak terpenuthi tetap
dikelompokkan sebagai aset tak berwujud dengan masa terbatas.

Pertanyaan 7:
Bagaimana Pengakuan atas Hibah barang atau Jasa?

Jawaban 7:

Pendapatan Hibah barang diakui pada saat Barang diterima atau hak kepemilikannya
berpindah, dicatat sebagai aset dan pendapatan Hibah-LO sebesar nilai barang yang
diterima atau diperoleh. Dalam hal tidak terdapat nilai yang diketahui pada saat penyerahan
dapat digunakan nilai wajar.

Pendapatan Hibah jasa diakui pada saat entitas menerima jasa atau pemberi Hibah
menyelesaikan pekerjaan jasa layanan untuk kepentingan entitas. Pendapatan hibah Jasa-
LO diakui sekaligus sebagai beban jasa pada saat selesainya pekerjaan/pemberian jasa.
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Jk. Perwakiifan Somor T Wates Kulon Prono 556711, Talp. (D274} 77310 paw 130713021303, 1304,1 3051308 1 367, 1308
Fax (0274773221 Weisite Twern dppka kulonpragokab go id

Wates, Nopember 2015
No. oo 1 A0 SZI04IXN2015 Kepada :

Lamp Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Hal @ Bahan Konsultasi Gedung Prijadipraptosuhardjo Il Lantai 2

di Jakarta

Dalam rangka penyusunan revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang
menjadi pedoman pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Kulon
Progo, berikut kami sampaikan beberapa hal yang dirasa perlu mendapatkan
referensi dari KSAPR.

Adapun daftar pertanyaan yang kami mohonkan tanggapannya adalah sebagai
berikut :

1. Menurut PP 71 Tahun 2010 perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK, apakah
hal ini berarti Restatement Neraca Pemda per 31 Desember 2014 tidak perlu
dilakukan ? Apakah tidak cukup dengan diungkap datam CALK saja ?

2. Menurut PP 71 Tahun 2010 jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh
material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif
harus diungkapkan. Bagaimana cara mengukur kriteria material/tidaknya
perubahan kebijakan akuntansi ?

3. Pada Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, pada Bab Ruang
lingkup disebutkan bahwa Buletin Teknis Akuntansi Kas secara khusus
mengatur akuntansi dalam penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual,
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apakah ketentuarj yang tercantum dalam bultek tersebut masih relevan
dijadikan sebagai écuan kebijakan akuntansi pemda yang bherbasis akruat ?
Bagaimanakah penjelasan secara detail tentang Kas di luar Pengelolaan BUD
? Apakah kas di bendahara pengeluaran satuan kerja yang mengelola Dana
Tugas Pembantuan juga termasuk kriteria tersebut 2 Pemda mendapat Dana
Tugas Pembantuan, dan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan tersebut
ditunjuk Bendahara Pengeluaran, jika pada akhir tahun anggaran masih
terdapat sisa kas maka menurut Bultek 14 sisa kas ini harus disajikan dalam
Neraca; apakah atas sisa kas tersebut hanya disajikan dalam neraca saja
atau masuk juga pada laporan yang lain ?

Ketentuan-ketentuan datam KSAP dan Buletin Teknis adalah merupakan
acuan dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sejauh
mana diskresi atas ketentuan tersebut diperbolehkan ?

~ Metode penilaian persediaan, dalam ketentuan yang bercetak tebal (SAP)
ada dua, apabila daerah mengambil kebijakan hanya menerapkan metode
penilaian yang periodik apakah hat ini dperbolehkan?

» Berdasarkan PSAP Nomor 12 bahwa Pendapatan LO yang diperoleh
berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbuinya
hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan transfer yang diperoleh
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat apakah memenuhi kriteria
diakui pada saat PMK atau Perpres terkait Dana Transfer tersebut telah
terbit?

» Pengakuan beban

6. Apa yang menjadi kriteria masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud yang

terbatas dan tidak terbatas ?

Bagaimanakah pengakuan atas hibah barang atau jasa ? dicatat dalam
laporan apa saja ?
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Demikian hal-hal yang kami harapkan mendapat tanggapan dari KSAP, sehingga
menambah referensi kami dalam menyusun revisi kebijakan akuntansi berbasis

akrual.

Atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3562-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 | FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor + S -22/K.1/KSAP/II2016 11 Maret 2016
Sifat : Segera
Perihal : Penyajian Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2015

Sesuai IPSAP Nomor 04

Yth: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual
pertama kali, KSAP telah menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2015 yang memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan
dipandang perlu adanya keseragaman dalam penyajian lembar muka laporan keuangan
pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Lembér muka laporan keuangan sedapat mungkin menyajikan angka-angka
komparatif untuk tahun 2015 dan tahun 2014. Untuk itu kami telah menyiapkan format
laporan keuangan dimaksud untuk dapat digunakan sebagai acuan sebagaimana
terlampir.. Dalam hal laporan keuangan unaudited tahun 2015 telah disusun, maka
penyesuaian dapat dilakukan untuk laporan keuangan audited.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar Saudara meneruskan
maksud surat sesuai perihal di atas kepada Entitas Pelaporan pada Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kamite Kerja

7~
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-
=

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan

3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No. Uraian Ref 2015 2014
1 ASET

2 ASET LANCAR

3 Kas di Kas Daerah XXX XXX
4 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
5 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
6 Investasi Jangka Pendek XXX XXX
7 Piutang Pajak XXX XXX
8 Penyisihan Piutang Pajak (xxx)* (xxx) *
9 Piutang Pajak Netto XXX XXX
10 Piutang Retribusi XXX XXX
11 Penyisihan Piutang Retribusi (Xx)* (xXxx) *
12 Piutang Retribusi Netto XXX XXX
13 Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
15 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara (xXxx)* (xx) *
16 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto XXX XXX
17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
18 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (xxx)* xxx) *
19 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto XXX XXX
20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX
21 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat (xXxx)* (xx) *
22 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto XXX XXX
23 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
24 Pe.nyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Xxx)* (xxx) *

Lainnva
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
25 XXX XXX
Netto

26 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
27 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (xxx)* Oxx) *
28 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto XXX XXX
29 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
30 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (xXxx)* (xx) *
31 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto XXX XXX
32 Piutang Lainnya XXX XXX
33 Penyisihan Piutang Lainnya (xxx)* (xxx) *
34 Piutang lainnya Netto XXX XXX
35 Persediaan XXX XXX
36 Jumlah Aset Lancar XXX XXX
37

38 INVESTASI JANGKA PANJANG

39 Investasi Nonpermanen

40 Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
41 Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
42 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
43 Investasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX
44 Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX
45 Investasi Permanen
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)

No. Uraian Ref 2015 2014
46 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
a7 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
48 Jumlah Investasi Permanen XXX XXX
49 Jumlah Investasi Jangka Panjang XXX XXX
50

51 ASET TETAP

52 Tanah XXX XXX
53 Peralatan dan Mesin XXX XXX
54 Gedung dan Bangunan XXX XXX
55 Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX
56 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
57 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
58 Akumulasi Penyusutan (Xxx) ** (Xxx) **
59 Jumlah Aset Tetap XXX XXX
60

61 DANA CADANGAN

62 Dana Cadangan XXX XXX
63 Jumlah Dana Cadangan XXX XXX
64

65 ASET LAINNYA

66 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
67 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran (xXxx)* (xXxx) *
68 Tagihan Penjualan Angsuran Netto XXX XXX
69 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
70 PenyisihanTuntutan Ganti Rugi (xxx)* (xxx) *
71 Tuntutan Ganti Rugi Netto XXX XXX
72 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
73 Aset Tak Berwujud XXX XXX
74 Amortisasi Aset Tak Berwujud (xxx) *** (XXX) ***
75 Aset Tak Berwujud Netto XXX XXX
76 Aset Lain-Lain XXX XXX
77 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
78

79 JUMLAH ASET XXXX XXXX
80

81 KEWAJIBAN

82

83 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

84 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
85 Utang Bunga XXX XXX
86 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
87 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX
88 Utang Belanja XXX XXX
89 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
20 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX
91

92 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)

No. Uraian Ref 2015 2014

93 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX

94 Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX

95 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX

96 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX

97 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX

98 JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX

99

100| EKUITAS DANA

101| EKUITAS DANA LANCAR

102 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) XXX

103 Pendapatan yang Ditangguhkan XXX

104 Cadangan Piutang XXX

105 Cadangan Persediaan XXX

106 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka (%)
Pendek

107 Jumlah Ekuitas Dana Lancar XXX

108| EKUITAS DANA INVESTASI

109 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang XXX

110 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX

111 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXX

112 Dan_a yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka (XXX)

Panjang

113 Jumlah Ekuitas Dana Investasi XXX

114| EKUITAS DANA CADANGAN

115 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX

116 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan XXX

117 JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA XXX

118 JUMLAH EKUITAS XXX

119 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX

| (xxx)* Akun Peyisihan piutang untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai dengan tahun 2014
Akun Penyisihan Piutang untuk Tahun 2015 diisi sebesar nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2015
Berdasar perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 .
Nilai Penyisihan dijelaskan dalam CALK secara memadai dengan memisahkan nilai penyisihan tahun 2015 dan
tahun sebelumnya.

(xxx) ** Akun Akumulasi Penyusutan untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai dengan tahun
Akun Akumulasi Penyusutan untuk tahun 2015 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) jumlah akumulasi penyusutan
sampai dengan 2015. Dan dijelaskan dalam CALK jumlah Akumulasi Penyusutan sampai tahun 2014 dan

(xxx) ** Akun Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk tahun 2014 tidak diisi (kosong dengan tanda XXX) bila sampai tahun
2014 belum diterapkan amortisasi. Akun Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk tahun 2015 diisi jumlah Amortisasi
Aset Tak Berwujud sampai dengan 2015. Dan dijelaskan dalam CALK jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai
tahun 2014 dan Amortisasi tahun 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No. Uraian Ref 2015 2014
1 |Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 |Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX
15 Penerimaan Hibah XXX XXX
16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
17 Penerimaan Lainnya XXX XXX
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX TR
19 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
20 |Arus Keluar Kas
21 Pembayaran Pegawai XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX
23 Pembayaran Bunga XXX XXX
24 Pembayaran Subsidi XXX XXX
25 Pembayaran Hibah XXX XXX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX TR
32 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
34 |Arus Kas dari Aktivitas Investasi/lnvestasi Aset Non Keuangan
35 |Arus Masuk Kas
36 Pencairan Dana Cadangan XXX TR
37 Penjualan atas Tanah XXX XXX
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX TR
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX TR
45 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
46 |Arus Keluar Kas
47 Pembentukan Dana Cadangan XXX TR
48 Perolehan Tanah XXX XXX
49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
52 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX
53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX TR
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No. Uraian Ref 2015 2014
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX TR
56 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
58 |Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

59 |Arus Masuk Kas

60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
69 Pencairan Dana Cadangan TR XXX
70 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TR XXX
71 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
72 |Arus Keluar Kas

73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
77 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
80 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
82 Pembentukan Dana Cadangan TR XXX
83 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TR XXX
84 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan XXX XXX
86 |Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran

87 |Arus Masuk Kas

88 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
89 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
90 |Arus Keluar Kas

91 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
92 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
93 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran XXX XXX
94 Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX
95 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
96 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
97 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
98 Saldo Akhir Kas XXX XXX

TR = Tidak Relevan, Tidak Perlu Diisi
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I1I Lt.2 Telepon @ (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile : (021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website : www.ksap.otg
Jakarta 10710 F-mail master .01
Nomor :S- 27 IK.1/KSAP/II2016 {6 Maret 2016
Sifat : Segera
Lampiran ;-
Hal : Penyajian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan

Keuangan BNP2TKI Tahun 2015

Yth. Inspektur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-054/INSP/I1/2016 tanggal 16 Februari
2016, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Terkait dengan pertanyaan mengenai penyajian utang dapat kami sampaikan hal-hal
berikut.

a. Paragraf 18 PSAP Nomor 09 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Kewajiban diakui jika besar
kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

b. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang menyatakan bahwa Utang kepada
Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang
belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam transaksi pembelian jasa,
utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada
tanggal pelaporan belum dibayar.

2. Berdasarkan hal di atas, Entitas mengakui utang sebesar nilai penyelesaian jasa dari pihak
ketiga yang belum terbayarkan dengan memastikan nilai yang dapat diukur dengan andal.
Untuk itu, apabila Entitas belum dapat memastikan nilai yang dapat diukur dengan andal
maka terhadap peristiwa tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan
Keuangan dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Pedoman lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi terkait utang, Saudara dapat
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pembina Akuntansi dan Pelaporan di
lingkungan Pemerintah Pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua KomiteKonsultatif.
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) BADAN NASIONAL
i / PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
‘\d" )

INSPEKTORAT
JI. M.T. Haryono Kav 52 Jakarta Selatan 12950, Telp. 021-7076524

16 Februari 2016

Nomor : B.06&4/INSP/I/2016

Lampiran : --

Hal . Konsultasi Penyajian Utang Kepada Pihak
Ketiga Pada Laporan Keuangan BNP2TKI
Tahun Anggaran 2015

Kepada Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

di

Jakarta

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Tahun
Anggaran 2015, BNP2TKI sedang menyusun Laporan Keuangan TA. 2015, baik di
tingkat Satuan Kerja (tingkat UAKPA) dan tingkat Lembaga (UAPA).

Pada saat penyusunan Laporan Keuangan tersebut, ditemukan adanya
transaksi pada salah satu Satker di BNP2TKI, yaitu Satker BP3TKI Serang berupa
Utang Kepada Pihak Ketiga (utang kepada penyedia jasa angkutan TKI
Bermasalah) senilai Rp2.449.558.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang belum terbayar
pada TA. 2015.

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08
mengenai Akuntansi Utang (utang kepada pihak ketiga), antara lain disebutkan
bahwa Utang Kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah
terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Selanjutnya dalam rangka meyakini nilai utang tersebut, Inspektorat BNP2TKI
telah melaksanakan verifikasi dengan hasil bahwa tagihan yang dapat dibayar di TA.
2016 sebesar Rp1.897.007.150 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta
tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), namun belum ada kesepakatan dengan pihak
ketiga.

Selain itu, kami juga telah berkirim surat kepada BPKP untuk melakukan
verifikasi terhadap tagihan utang tersebut, karena berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2015,
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pada Pasal 45 antara lain disebutkan bahwa pergeseran anggaran dalam rangka
penyelesaian tunggakan tahun lalu dengan nilai tunggakan di atas
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP.

Mengingat batas waktu penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan RI yaitu pada akhir bulan
Pebruari 2015 dan kami belum mendapat kejelasan mengenai nilai hasil verifikasi dari
BPKP, maka kami mohon pendapat/pertimbangan mengenai kebijakan akuntansi dan
penyajian utang tersebut dalam Laporan Keuangan BNP2TKI TA. 2015 sehingga
utang tersebut dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018.

Demikian, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

aus Zazali
NIP. 19680224 198803 1 001

Tembusan :

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNP2TKI.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN — KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 6311/ FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- AG/K.1/KSAP/IV/2016 & April 2016
Sifat : Segera

Hal

: Penyajian Transfer/Hibah Tunai yang diterima oleh
Unit Kerja

Yth. Kepala DPKAD Kotawaringin Timur

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/11//164/DPKAD/2016 tanggal 25

Februari hal Penyajian Dana Transfer di Luar Kas Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Setelah kami pelajari, permasalahan yang Saudara sampaikan sama dengan
permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, vyaitu
perlakuan akuntansi terhadap Dana Bantuan Operisonal Sekolah yang diterima dan
dibelanjakan/digunakan langsung tanpa melalui penganggaran dalam APBD dan
BUD. Atas masalah yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dengan
surat nomor 900/7223/Keu tanggal 29 Oktober 2015 telah kami jawab dengan surat
nomor S-23/K.1/KSAP/II1/2016 tanggal 2 Maret 2016.

2. Selanjutnya bilamana terdapat permasalan dalam rangka penerapan SAP yang
mungkin juga terjadi pada daerah lain dan telah dikonsultasikan ke KSAP,
kumpulan atas permasalah yang disampaikan beserta jawaban KSAP dapat
diunduh dari situs web KSAP http://www.ksap.org.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil

Ketua Komite Konsultatif KSAP.
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J1. Ahmad Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302, 30393
Email: akuntansidpkadkotim@gmail.com

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

Kepada
. 900/111 44/DPKAD/ 2016 Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
D - Gedung Prijadi Praptosuharjo III lantai 2

: Segera JIn. Budi utomo No. 6

: Penyajian Dana Transfer di Telp/Fax : 021-3524551
luar Kas Daerah Jakarta 10710
Dengan hormat,

Bahwa penerapan akrual basis di tahun 2015 sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi
Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah, diawal
tahun 2015. Pemerintah Daerah berupaya menyajikan laporan keuangan agar
dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun begitu ada
beberapa peérmasalahan yang masih menjadi pertanyaan bagi kami dalam
menerapkan dan menyajikan di laporan keuangan kami atas suatu transaksi
mohon saran dan masukan dari KSAP, sebagai berikut:

o Transfer dana/ hibah tunai yang diterima langsung oleh entitas atau unit
entitas di luar kas daerah dalam kaitannya dengan penyajiannnya dalam
pelaporan keuangan pemda.

e Terkait dana langsung tersebut yang diterima oleh entitas/ unit entitas
tanpa mekanisme APBD (pendapatan dan belanjanya tidak dimasukkan
dalam APBD tahun berjalan) apakah dalam penyajian laporan keuangan
Pemda dalam penerapan akrual basis disajikan di dalam laporan realisasi
anggaran atau hanya disajikan di LO mengingat Anggaran pendapatan
dan belanja nya belum masuk dalam mekanisme APBD/ tidak dianggarkan
atau tetap disajikan dikeduanya baik LO dan LRA, dengan konsekuensi
ada kelebihan belanja di LRA karena tidaka ada mata anggaran terkait
pendapatan dan belanja tersebut?

e APBD adalah wujud dari komitmen antara pemerintah dan legislatif yang
kemudian di syahkan dalam bentuk Perda dan Penjabaran APBD, apabila
ada transfer tunai yang diterima oleh entitas/ unit entitas yang belum
dimasukkan dalam Perda atau Penjabaran APBD tahun berjalan, apakah
nilai yang diterima oleh entitas/ unit entitas juga disajikan dalam anggaran
yang sudah disyahkan sebelumnya ?

Demikian hal ini Kami sampaikan atas bantuan saran dan
masukannya, Kami ucapkan terima kasih.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I11 Lt. 2 Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Faksimile : (021)-352-4551
Jalan Budi Utomo No. 6 Website : www.ksap.org
Jakarta 10710 E-mail  : webmaster@ksap.org
Nomor : 8- 3% IK1/KSAP/IV/2016 G April 2016
Sifat : Segera
Lampiran i -
Hal : Penjelasan tentang IPSAP Il

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bandung
Jalan Raya Soreang KM.17, Bandung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 940/921/Bidak, Tanggal 10 November 2015,

hal Permohonan Penjelasan tentang IPSAP I, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan
sebagai berikut:

1.

Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran Il PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas umum Negara/Daerah.
Penerapan Paragraf tersebut diinterpretasikan lebih lanjut dalam Interpretasi Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada
Rekening kas Umum Negara/Daerah.
Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tersebut pada butir 2,
pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan
semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh
karenanya, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD
perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP dimaksud mencakup hal-hal
sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD,
dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD
untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan
otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai
pendapatan.

Sejalan dengan IPSAP 2, Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada Bab IV

Akuntansi Saldo Kas, dinyatakan bahwa pada pemerintah daerah pendapatan diakui pada

saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan

merupakan bagian dari SiLPA.
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Dalam hal pengelolaan kas, Buletin Teknis Nomor 14 menyatakan bahwa Kas Pemerintah
di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/D) atau Kas Pemerintah yang
penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Selain Bendahara
Umum Negara/Daerah, meliputi:
a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari
BUN/D.
b. Saldo Kas dari Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian
dari BUN/D.
c. Saldo Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, dan
d. Saldo Kas di BLU/BLUD.
Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas menyatakan bahwa unsur Laporan Arus
Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan semua
aliran kas masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. Pengeluaran kas merupakan aliran
kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. Dalam hal dana BLUD yang
pengelolaannya terpisah dari Bendahara Umum Negara/Daerah, maka transaksi
penerimaan kas dan pengeluaran kas BLUD akan dikonsolidasikan dengan arus kas dari
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Saldo Kas awal BLUD disajikan menambah
saldo kas awal demikian juga saldo kas akhir BLUD akan disajikan menambah saldo kas
akhir.
Dana Kapitasi yang dalam pengelolaannya merupakan bagian dari BUD, maka transaksi
penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan saldo kas
juga akan menambah saldo kas dalam Laporan Arus Kas.
Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 dilakukan dalam
kerangka Peraturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Namun demikian, dengan tidak mengurangi kewenangan Kementerian Dalam
Negeri sebagai pembina keuangan daerah, agar permasalahan lebih lanjut terkait
mekanisme dan prosedur pencatatan pengelolaan kas daerah, pengelolaan BLUD dan
dana kapitasi dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri c.q.
Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

. ,-‘_ 2 : . .
W\ ..u@a\l(omlte Kerja, :
2 /"::f’] \
/ o\ .
'_.’ ‘.;_‘

Tembusan:

1

Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan

2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite

Konsultatif.
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&) DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEU ANGAN
JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAKS.(022) 5892926

——WMM

Soreang, v November 2015

Nomor v ap /M / Bdan Kepada
Sifat : yth. Ketua Komite Kerja
Lampiran | Komite Standar Akuntansi
Perihal . Permohanan Penjelasan tentang Pemerintahan (KSAP)
IPSAP 11 Di

Sehubungan Hasil Audit BPK atas Kinerja Implementasi SAP berbasis Akrual pada
Kabupaten Bandung Tahun 2015 dan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Bandung. kami mohon penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1 Dalam Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 86 Tahun 2014
BAB Ill. Kebijakan Akun, Pendapatan — LRA, poin A5.b tentang Pengakuan Pendapatan
LRA menyatakan bahwa Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah diantaranya
pada saat kas atas pendapatan fersebut telah diternma oleh bendahara penerimaan dan
hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD.

Terhadap Perbup tersebut, BPK menilai bahwa:

a. * Hal fersebut tidak sesuai dengan delinisi Pendapatan LRA yang secara garis besar
menyalakan adalah semua penerimaan RKUL yang menambah SAL dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan

h. “ Kebijakan akuntansi tersebut tidak selaras dengan IPSAP Nomor 02 tentang
Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menyatakan Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaarn sebagai
pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan  belum disetorkan ke
RKUN/RKUD, - dengan_ketenluan bendahara penerimaan_lersebut mecupakan bagian
dari BUN/BUD *

Terkail pandangan BPK tersebut kam belum sependapat, karena dalam IPSAP Nomor 02
Tentang Pengakuan Pendapalan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
menyatakan * " Pendapatan diakui pada saal dilerima pada RKUN/RKUD, perlu
diinterpretasikan sehingga pendapatan sesual PSAP di atas mencakup pendapatan kas
yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagal pendapatan negara/daerah dan hingga
tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD. dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD "

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan. apa yang membedakan Semua
Rekening Bendahara Penerimaan yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Menijadi Bagian dari BUN/BUD atau Bukan Bagian dari BUN/BUD 7 Apakah harus ditetapkan
dengan Sural Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas/Badan? Apakah ada mekanisme

tergendiri yang membedakannya?
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2. Selanjutnya kami mohon penjelasan terkait dengan “pagian dar BUD", Apakah BLUD dan

Dana Kapitasi periu dikonsolidasikan ke Laporan Arus Kas (LAK) gedangkan BLUD dan

Dana Kapitas dikslala terpisah Seandainya gLUD dan Dana Kapitas: tidak periu
dikonsolidasikan. apakah cukup dengan menyajikan saldo keduanya di hagian bawah LAK

Demikian permohonan ini kami sampaikan. kiranya Bapar’lb'u berkenan memberikan

karni ucapkan rerima kasih.

Tembusgan disampaikan kepada;

1. Yth Bapak Bupati Bandung
(sebagai Laporan).

2. Yth. Bapak gekretaris Daerah
Kabupaten Bandung (sebagai Laporan)

jawaban tertulis datam waklu yang tidak terlalu lama Atas perhatian dan kerja sama yang baik,
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN — KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311/ FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 4o /K.1/KSAP/IV/2016 13 April 2016
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
Cirebon

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 973/544-DPPKAD/2016 tanggal 6 April 2016
hal Mohon Pertimbangan atas Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntansi Piutang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 01
Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Buletin
Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.

2. Penghapusan bersyarat/penghapusbukuan piutang dilakukan dengan tujuan menampilkan
aset di neraca agar lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, serta dibuat berdasarkan
berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapusbukukan piutang.

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai
piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang
dianggap perlu misal dasar pertimbangan penghapusbukuan.

4. Atas prosedur penghapusan piutang pada pemerintah daerah dan penatausahaannya agar
memedomani peraturan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah) serta dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

” _"‘-".“."“*\_
—"“Ketua Komite Kerjg,
' & )

=7

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.
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PEMERINTAH KOTA CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Siliwangi No. 84 Telp. 206022 - 206015 Fax, 202344
Cirebon 45124

Nomer
Sifat
Perihal

Cirebon, b April 2016

973/ 644 -DPPKAD/2016 Kepada

Penting Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan .
Mohon Pertimbangan s g:g:untenan Keuangan Republik Indonesia
Penghapusan Piutang Pajak Bumi Ketua Komite Standar

dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Akuntansi Pemerintah

Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cirebon Di

JAKARTA

Menindaklanjuti Berita Acara Serah Terima Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Cirebon Nomor
: BA.0O33MNPJ.22/KP.06/2013 Tanggal 31 Januari 2013, bahwa Saldo Piutang PBB-P2 sebesar
Rp. 46.774.831.434,- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Realisasi Pembayaran
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 5.278.045.829,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh
Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
Sehingga Sisa Piutang hasil Pelimpahan adalah sebesar Rp. 41.496.735.605,- (Empat Puluh Satu
Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam
Ratus Lima Rupiah).

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. PIUTANG DIRAGUKAN per 31 Desember 2012 : Rp. 5.265.631.874,-

2.  PIUTANG DIRAGUKAN per 31 Desember 2011 : Rp. 3.498.087.211,-

3. PIUTANG MACET per 31 Desember 2010 : Rp. 3.621.933.805,-

4. PENGHAPUSAN PIUTANG < Tahun 2009 : Rp. 29.111.082.715,~
+

JUMLAH : Rp. 41.496.735.605,-

A, Untuk Umur Piutang Tahun < 2009, Rp. 29.111.082.715,- (Dua Puluh Sembilan Milyar
Seratus Sebelas Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah), mohon
pertimbangan untuk Hapus Buku (Penghapusan Piutang Bersyarat), dengan berpedoman
pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal
166 Ayat (1) tentang Kadaluarsa Penagihan bahwa hak untuk melakukan Penagihan Pajak
menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak Terhutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 Ayat (3) huruf a dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
115 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, serta Buletin Teknis (Bultek) Piutang Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Selanjutnya penghapusan bersyarat (Hapus Buku) tidak menghentikan tagihan (hapus mutiak)
dari tagihan piutang PBB-P2 dan apabila ada Realisasi Pembayaran atas piutang yang dihapus
bukukan, maka akan dicatat dalam Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang Sah.
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C. Perhitungan Piutang Pelimpahan PBB-P2 sesudah Penghapusan menjadi :

1. Saldo per 31 Desember 2012 . Rp. 41.496.735.605,-
2. Penghapusan Piutang Tahun < 2009 . Rp.29.111.082.715,-
3. Saldo Piutang Berjalan (2010 - 2012) . Rp. 12.385.652.890,-

Sehingga perhitungan Piutang Pelimpahan setelah Penghapusan Piutang tersebut sebesar
Rp.12.385.652.890,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus
Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Demikian disampaikan untuk mendapatkan pertimbangan sebagai bahan proses selanjutnya
dan mohon untuk dijawab secara tertulis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

EKRETARIS DAERAH

Tembusan :
1. Yth, Walikota Cirebon (Sebagai Laporan);
2. Yth, Ketua DPRD Kota Cirebon.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ili LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN — KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311/ FAKSIMILE: (021) 352-4551
website: www.ksap.org / e-mail: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 44 /K.1/KSAP/IV/2016 2 ¥ April 2016
Sifat . Segera
Hal © Penerapan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten

Jember

Yth. Kepala BPKA Kabupaten Jember
Kantor BPKSA Kabupaten Jember
Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, Jawa Timur

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/814/35.09.318/2016 tanggal 13 April
2016 hal Penerapan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 tentang
Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1
tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai
wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

2. Sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 18 tentang Akuntansi
Penyusutan Berbasis Akrual, untuk menghitung penyusutan atas aset tetap yang diperoleh
sebelum penyusunan neraca awal, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat
penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat
penerapan penyusutan.

3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2, terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan
neraca awal, nilai yang akan disusutkan adalah nilai wajar aset tetap pada saat penyusunan
neraca awal dan umur ekonomis yang digunakan adalah sisa masa manfaat pada saat
penyusunan neraca awal. Selanjutnya, dalam rangka penyusutan pertama kali, entitas
menghitung akumulasi penyusutan dari neraca awal sampai dengan penerapan penyusutan
pertama kali.

4. Kebijakan penyusutan aset tetap yang dibuat oleh suatu entitas hendaknya mengacu pada
SAP maupun Buletin Teknis SAP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

K_gtua Komitq Kerja,

ﬁ‘?insar H.
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif
KSAP;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 800 Y
JI. Sudarman No. 1 Telp. (0331) 487211 JEMBER Kode Pos 68118 ’

%

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Jember, /2 April 2016

: 900/ @4 - 135.09.318/2016 KEPADA
: Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansi
e ' Pemerintahan (KSAP)
: Penerapan Penyusutan Aset Tetap di -
Pemerintah Kabupaten Jember JAKARTA

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015
berdasarkan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jember,
khususnya terkait dengan Akuntansi Penyusutan, dapat kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Menurut Buletin Teknis Standar -Akuntansi Pemerintahan Nomor 18:
Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, pada BAB V: Hal-Hal Khusus
Yang Terkait Dengan Penyusutan, poin 5.1.3. Aset yang diperoleh
sebelum penyusunan neraca awal, menyebutkan bahwa: “Berdasarkan
Buletin Teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun
sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan
dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk
menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat
pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara
neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

2.  Sedangkan pada implementasinya kami kesulitan untuk menentukan nilai
wajar pada saat penyusunan neraca awal dan penetapan sisa masa
manfaat, sehingga saat menghitung penyusutan kami tidak membedakan
antara aset yang diperoleh sebelum atau sesudah penyusunan neraca
awal, semua aset dihitung berdasarkan tahun perolehan aset tetap
berkenaan. Dalam kebijakan penyusutan aset tetap, yang kami tuangkan
dalam peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Penyusutan Aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jember berbunyi sebagai berikut:

BAB IV : Penyusutan Pertama Kali
Pasal 7
Ayat (1) : Dalam rangka penyusutan untuk pertama kali, perlu ditetapkan
sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang
telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan pada saat
pertama kali dilakukan penyusutan.
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Ayat (2) : Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan
aset tetap berkenaan.

Ayat (3) : Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan
aset letap berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
misalnya suatu aset tetap diperoleh Tahun 2012, maka penyusutannya
mulai dihitung sejak Tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada Tahun
2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu)
tahun/periode.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon dengan hormat

tanggapan atau jawaban dari Saudara sebagai berikut:

a.

Apakah implementasi kebijakan penyusutan aset tetap yang kami lakukan
tersebut bisa dibenarkan menurut KSAP? (mengingat Tahun 2015 ini
adalah tahun pertama penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual
serta mempertimbangkan cost dan benefit-nya)

Apa konsekuensinya jika kebijakan penyusutan aset tetap yang kami

terapkan tidak sama dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 18?

Mohon agar dalam menyusun Buletin Teknis khususnya mengenai
penyusutan aset tetap, juga mempertimbangkan kesulitan di daerah dan
tidak selalu mengadopsi praktik yang ada di pemerintah pusat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuannya kami

sampaikan terima kasih.

KEPALA BERAN-FE .\3% OLAAN KEUANGAN DAN ASET

NP 15670405 198602 2 001
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN — KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE; WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: SEKRETARIATKSAP@GMAIL.COM

Nomor : S- 24 /K.1/KSAP/N/2016 25 Mei 2016
Sifat . Segera
Hal : Penilaian Tanah Untuk Jalan

Yth. Wakil Bupati Dharmasraya
Jalan Lintas Sumatra Km.2 Pulau Punjung, Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 030/721/Aset-2016 tanggal 20 April 2016 hal
Mohon Advis Tentang Tahun Perolehan Penilaian Tanah Untuk Jalan, dapat kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 20 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran | PP
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa “Aset tetap dinilai
dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan. *

2. Sesuai dengan Paragraf 24 PSAP 07 bahwa “Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,
biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”

3. Sesuai dengan Paragraf 27 PSAP 07 bahwa “Untuk keperluan penyusunan neraca awal
suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,
atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau
harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.”

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka terhadap aset tetap berupa tanah untuk jalan
yang belum ada nilainya perlu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar.
Selanjutnya, entitas melakukan koreksi nilai tanah untuk jalan pada Neraca berdasarkan nilai
wajar pada saat selesainya penilaian. Koreksi nilai tanah untuk jalan juga disajikan pada
Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerija,

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.
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BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 20 April 2016

Nomor : 030/ 721 [Aset-2016 Kepada :
Sifat : Penting
Lampiran - Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Perihal : Mohon Advis Tentang Tahun Pemerintahan
Perolehan Penilaian Tanah di -
Untuk Jalan
Jakarta

Dengan hormat,

Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten
Sijunjung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan hal
tersebut, bersama ini kami sampaikan pada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu aspek dalam tata kelola Pemerintahan yang baik
adalah perlunya penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana
yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya telah menyusun Neraca Awal pada tahun
2009.

2. Berdasarkan temuan BPK RI atas Manajemen Aset Tahun Anggaran
2014 di Kabupaten Dharmasraya dinyatakan bahwa pendataan aset
tetap jalan pada Dinas Pekerjaan Umum belum ada nilai tanah jalan.

3. Permasalahan tersebut terjadi karena pada saat pemekaran Kabupaten
belum ada pencatatan dan penilaian aset tetap tanah jalan, belum
diketahuinya tahun perolehan dan nilai tanah jalan serta belum pernah
dilakukan Inventarisasi dan penilaian aset tanah jalan oleh pihak
independen.

4. Dari hal-hal yang dikemukakan diatas, di mohonkan kesedian Bapak
untuk dapat kiranya memberikan Advis dalam rangka Inventarisasi dan
Penilaian aset tanah jalan di Kabupaten Dharmasraya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

e
e
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Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ]
Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill, Lantai 2
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